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PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal menjadikan pemerintah daerah memiliki
power, diskresi dan kewenangan yang besar da-
lam mengelola sumber daya daerah yang di-
milikinya untuk kesejahteraan masyarakat. Power,
diskresi dan kewenangan tersebut harus diimbangi
dengan adanya akuntabilitas, transparasi dan pe-
ngawasan yang memadai. Salah satu aspek penting
yang harus dibangun pemerintah daerah untuk
mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah
adalah dimilikinya sistim manajemen keuangan
daerah yang efektif dan efisien, yang salah satu
out put-nya adalah laporan keuangan pemerintah
daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah ada-
lah suatu bentuk pertanggung jawaban peme-
rintah daerah kepada stakeholder yang di-
dalamnya mencakup berbagai macam pekerjaan
yang membutuhkan keuangan, termasuk kom-
ponen aset yang tercermin  dalam neraca daerah
dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah
pelaksanaan anggaran. Era transparansi dan

globalisasi merupakan suatu fenomena bagi se-
tiap ensitas organisasi dalam mempertanggung
jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan baik
pada lingkup organisasi privat maupun organisasi
publik yang harus mempertanggungjawabkan
tata kelola keuangan daerah kepada para sta-
keholder sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Ke-
uangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Laporan Keuangan sebagai tindak lanjut undang-
undang tentang keuangan negara menjadi suatu
fenomena baru bagi pemerintah khususnya pe-
merintah daerah dalam melakukan pengelolaan
keuangan agar menjadi lebih baik, walaupun
masih banyak yang belum yakin bahwa penge-
lolaan keuangan sesuai dengan undang-undang
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ba-
nyaknya pemerintah daerah yang belum mampu
melakukan penyusunan pelaporan keuangan se-
suai dengan peraturan yang ada. Hal ini tercermin
secara kuantitas jumlah pemerintah daerah yang
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mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Re-
publik Indonesia (BPK-RI).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualifield
opinion) merupakan penilaian tertinggi yang
diberikan. Hal ini dapat diraih jika auditor telah
meyakini secara material bahwa penyajian la-
poran keuangan yang dilakukan telah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
beserta Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
dan tidak ada salah saji material. Selain itu, system
pengendalian intern sebagai mekanisme kerja
yang diterapkan juga telah cukup memadai, se-
hingga dapat mengamankan harta, serta kebija-
kan manajemen dan semua transaksi yang di-
lakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualifield
Opinion) adalah dimana opini auditor secara
umum telah meyakini bahwa penyajian laporan
keuangan telah dilakukan sesuai dengan PP No.
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pe-
merintah beserta Buletin Teknis yang dikeluarkan
oleh KSAP. System pengendalian intern yang
diterapkan telah cukup memadai sebagai meka-
nisme kerja internal dan semua transaksi yang
dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, kecuali terhadap hal yang cukup material
yang dikecualikan dan auditor tidak memperoleh
keyakinan yang memadai.

Opini tidak setuju atau Tidak Wajar (advers)
adalah dimana secara keseluruhan auditor tidak
setuju dengan penyajian laporan keuangan karena
tidak sesduai dengan PP No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah beserta
Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh KSAP,
meskipun system pengendalian intern yang di-
terapkan sebagai mekanisme kerja telah cukup
memadai, dan transaksi yang dilakukan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun
ada yang tidak sesuai namun tidak material.

Opini yang tidak memberikan pendapat
(disclaimer) dapat dinyatakan apabila auditor
menolak memberikan pendapat terhadap penya-
jian laporan keuangan. Penolakan tersebut dapat
dikarenakan secara material penyajian laporan

keuangan dilakukan tidak sesuai dengan PP No.
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah beserta Buletin Teknis yang dikeluar-
kan oleh KSAP. Selain itu, penolakan tersebut
juga dapat terjadi apabila banyak transaksi serta
aset yang tidak dapat ditelusuri, system pengen-
dalian intern yang diterapkan sebagai mekanisme
kerja tidak memadai, sehingga tidak dapat me-
ngamankan harta dan kebijakan manajemen,
transaksi yang dilakukan banyak terjadi penyim-
pangan yang sangat material, ruang lingkup pe-
meriksaan BPK RI dibatasi oleh organisasi pe-
merintah/pemerintah daerah yang menjadi objek
pemeriksaan.

 Dengan tidak sempurnanya pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana yang diharapkan
oleh masyarakat karena banyaknya komponen
laporan keuangan yang perlu dimasukkan sulit
diidentifikasi secara wajar khususnya komponen
aset daerah hal ini mengakibatkan opini BPK-
RI terhadap laporan-laporan keuangan peme-
rintah daerah masih sangat sedikit yang mem-
peroleh WTP. Menurut data yang diperoleh dari
brosur yang dikeluarkan oleh Pusat Studi Eko-
nomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah
Mada, bahwa persentase Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan
opini WTP dan Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) selama periode tahun 2004-2007 sema-
kin menurun. Perentase LKPD yang mendapat
opini WTP berkurang, 7 % di tahun 2004
menjadi 5% 2005 dan hanya 1 % pada tahun
2006 dan 2007. Sebaliknya LKPD dengan opini
tidak memberikan pendapat semakin meningkat
dari 2 % di tahun 2004 menjadi 17% pada tahun
2007 dan pada periode yang sama opini Tidak
Wajar (TW) naik dari 3 % menjadi 19%.

Data menurut majalah otonomi edisi No. 02
tahun 2009 menyebutkan bahwa berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD tahun
2004, WTP berjumlah 7%, WDP 83%, sedang-
kan tahun 2007 WTP berjumlah 1%, WDP 63%,
Disclaimer 17% dan Tidak Wajar 13%.  Seda-
ngkan data menurut BPK-RI data opini atas
pemeriksaan LKPD tahun 2011 adalah WTP
pada LKPD Propinsi sebesar 10% dari 33 pro-
pinsi, LKPD Kabupaten sebesar 14% dari 405
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Kabupaten, LKPD Kota sebasar 14% dari 85
Kota.

Komponen LKPD banyak sekali item yang
perlu diungkapkan baik dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan, Laporan Aliran Kas, Rea-
lisasi Anggaran dan Neraca sebagaimana dije-
laskan dalam PP No. 24 Tahun 2005, salah
satunya adalah aset daerah, baik dalam bentuk
aset tetap maupun aset lancar bahkan barang
yang sifatnya persediaanpun merupakan bagian
dari pengelolaan aset. Terlepas dari banyak atau
sedikitnya item aset yang perlu dimasukkan da-
lam neraca daerah, pengelolaan aset daerah me-
rupakan komponen yang sangat penting untuk
mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik,
terutama aset tetap.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah Nomor 07 (PSAP-07) aset tetap
adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat 12 bulan untuk digunakan dalam ke-
giatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh mas-
yarakat umum. Aset tetap merupakan bagian uta-
ma aset pemerintah dan karenanya signifikan
dalam penyajian neraca keuangan daerah. Aset
tetap terdiri dari tanah, gedung, bangunan, pe-
ralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset
tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Untuk memperoleh angka akhir aset tetap
bukanlah hal yang mudah dan terjadi begitu saja,
namun banyak indikator yang harus dipenuhi
salah satunya adalah administrasi pencatatan aset,
karena salah satu titik awal menelusuri aset dari
sumber data pengadaan sepanjang tahun atau
aset yang telah ada sejak pemerintah daerah ber-
diri perlu dilakukan pencatatan dengan benar
sesuai kaidah manajemen aset karena banyak
aset pemerintah daerah masih tercatat secara
parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan beragamnya data pencatatan aset
maka permasalahan pencatatan atau penata-
usahaan pembukuan aset merupakan pekerjaan
yang sangat membutuhkan konsentrasi peme-
rintah daerah karena golongan aset yang di-
persyaratkan harus sesuai standar akuntansi pe-
merintah tidak semua datanya telah lengkap atau
dimiliki dengan benar seperti data saluran air, iri-
gasi, jaringan, jalan, jembatan, peralatan dan

mesin seperti alat laboratorium, alat kedokteran,
alat kesenian, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta
berbagai bentuk tanah dan bangunan pencata-
tannya belum terintegrasi dalam satu wadah in-
formasi pengelolaan aset.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan
neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pe-
merintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/
penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset
tetap menjadi focus utama, karena aset tetap me-
miliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki
tingkat kompleksitas yang tinggi. Akuntansi aset
tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dari
lampiran PP 24 tahun 2005 maupun PSAP 07
dari Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010.
PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi
pemerintah dalam melakukan pengakuan, pe-
ngukuran dan penyajian serta pengungkapan aset
tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, per-
tukaran aset tetap, perolehan aset tetap dari hi-
bah/donasi dan penyusutan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan
menganalisis pelaksanaan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan aset tetap pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kampar.

METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kuali-

tatif yang dianalisis secara deskriptif. Narasumber
atau informan dalam penelitian ini adalah PNS
yang membidangi Pengelolaan Aset pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Kampar sebagai berikut: Kepala
Bidang Aset, Kepala Seksi Inventarisasi,  Kepala
Seksi Penilaian dan Penghapusan, Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data skunder.
Untuk mendapatkan data dan informasi serta
bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan ber-
hubungan dengan penelitian ini, maka teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara wa-
wancara dan observasi. Validitas penelitian dipe-
ngaruhi oleh kedalaman menggali informasi yang
mencakup beberapa hal, yaitu pertanyaan des-
kriptif, pertanyaan komparatif dan pertanyaan
analisis.

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Erizul dan Yuliani)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap peme-
rintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menye-
butkan bahwa pejabat pengelola aset tetap
daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam hal ini pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Kampar meliputi kepala bidang pengelolaan aset
tetap, kepala seksi bidang inventarisasi, kepala
seksi bidang penilaian dan penghapusan, serta
kepala seksi pengendalian dan pengawasan.

Berdasarkan keterangan di atas tentang pe-
ngelola pelaksanaan aset tetap daerah, maka da-
pat dilihat pada bagian berikut ini:
Pengelolaan Aset

Aset milik pemrintah daerah sebagai salah
satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat
yang harus dikelola dengan baik dan benar agar
terwujud pemerintahan yang baik (good gover-
nance). Sejauh ini Kabupaten Kampar hanya
mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Re-
publik Indonesia (BPK-RI), salah satu penge-
cualiannya adalah pengelolaan asset tetap.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
aset, kepala bidang pengelola asset Kabupaten
Kampar merujuk pada petunjuk teknis pelak-
sanaan pengelolaan aset yang diterbitkan oleh
Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007. Meskipun
pengelolaan asset berdasarkan peraturan yang
berlaku, masih terdapat beberapa permasalahan
dalam pelaksanaanya. Sedangkan terkait dengan
sistim pengelolaan aset yang diketahui oleh pim-
pinan belum berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan hasil wawancara dapat
diketahui bahwa pengelolaan aset tetap oleh bi-
dang pengelolaan aset pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset belum ter-
laksana secara maksimal. Artinya pejabat pada
bidang pengelolaan asset seharusnya mene-
rapkan manajemen pengelolaan aset dengan baik
sesuai peraturan pemerintah dan petunjuk teknis
menteri dalam negeri yang telah ada. Kelemahan

yang terdapat pada manajemen pengelolaan aset
ini terdapat dari beberapa aspek yakni inven-
tarisasi, nilai, optimalisasi aset, dan fungsi pe-
ngawasan dan pengendalian sehingga opini BPK
masih sampai batas Wajar Dengan Pengecualian
(WDP).

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi
bahwa sistim pengelolaan aset tetap daerah be-
lum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dise-
babkan oleh karena belum diterapkannya pe-
raturan yang ada, kurangnya perhatian dan mo-
tivasi dari pelaksana pengelola asset serta
lemahnya pelaksanaan manajemen pengelolaan
asset.

Inventarisasi
Satu sarana efektif untuk meningkatkan

kinerja aspek inventariasasi berbasis kompute-
risasi yaitu dengan pengembangan Sistim Infor-
masi Pengelolaan Aset Daerah. Dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Kamper menyebutkan
sistim informasi yang digunakan dalam penera-
pan inventarisasi adalah Sistim Informasi Pe-
ngelolaan Keuangan Daerah – Modul Aset
(SIPKD-Modul Aset).

Pemerintah daerah harus mampu mengelola
aset daerah yang dimiliki dengan baik dan
akuntabel. Sehingga mampu memberikkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi
kenyataannya, Pemerintah Kabupten Kampar
belum mampu membuktikan manajemen pe-
ngelolaan aset daerah sesuai dengan  petunuk
teknis yang telah diatur berdasarkan peraturan
pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan pe-
merintah daerah untuk memperbaiki kinerja
pengelolaan aset milik daerah seperti dengan di-
adakannya pelatihan teknis kepada seluruh
pegawai yang membidangi pengelolaan aset milik
daerah yang dilaksanakan secara terprogram
setiap tahunnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi terca-
painya tujuan pengelolaan aset milik daerah sesuai
tuntutan Permendagri No. 17 Tahun 2007 salah
satunya adalah kemampuan personil dalam pe-
ngelolaannya serta sarana prasarana yang men-
dukung kegiatan pengelolaan aset milik daerah.
Selain itu juga, peran dan tanggung jawab se-
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orang pimpinan bidang aset juga menentukan
keberhasilan sistim pengelolaan aset milik daerah.

Legal Audit
Permasalahan legal yang ditemukan pada

pemerintah daerah Kabupaten Kampar adalah
status hak pengusaan yang lemah. Banyak aset
milik daerah yang belum jelas statusnya baik se-
cara fisik maupun secara yuridis. Untuk meng-
atasi hal ini pemerintah daerah telah melakukan
langkah-langkah strategis untuk memperta-
nggungjawabkan pengelolaan aset milik daerah.

Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Ta-
hun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pen-
dayagunaan barang milik daerah yang tidak di-
pergunakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pe-
manfaatan, bangun guna serah dan bangun serah
guna dengan tidak mengubah status  kepemilikan.

Sehubungan dengan pemanfaatan aset dae-
rah khususnya berupa benda tidak bergerak  ya-
ng berbentuk tanah atau bangunan/gedung, ter-
utama yang belum didayagunakan secara optimal
sehingga dapat memberikan value added, value
in use dan mampu menaikkan nilai ekonomi aset
bersangkutan, maka dapat dilaksanakan melalui
penggunausahaan, yaitu pendayagunaan aset
daerah (tanah dan atau bangunan) oleh pihak
ketiga (perusahaan swasta) dalam bentuk BOT
(Build-Operate-Transfer), BTO (Build-Transfer-
Operate), BT (Build-Transfer), KSO (Kerja Sama
Operasi) dan bentuk lainnya (Siregar, 2004).

Penilaian Aset
Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2006 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007, penilaian adalah suatu proses kegiatan
penelitian yang selektif didasarkan pada data/
fakta yang obyektif dan relevan dengan meng-
gunakan metode/teknis tertentu untuk mempe-
roleh nilai barang milik daerah. Pemerintah daerah
kabupaten Kampar mengakui bahwa panilaian

aset milik daerah belum sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penilaian aset merupakan saatu proses kerja
untuk melakukan penilaian atas aset yang dikua-
sai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan peni-
laian yang independen. Hasil penilaian tersebut
akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai
kekayaan maupun informasi untuk kepentingan
niali penetapan aset itu sendiri. Upaya yang di-
lakukan oleh pemerintah daerah Kampar untuk
mengoptimalkan penilaian aset milik daerah perlu
langkah pengendalian agar tidak mudah dipe-
ngaruhi oleh pihak lain yang dapat menimbulkan
dampak buruk bagi sistim pengelolaan aset milik
daerah.

Optimalisasi aset
Untuk menilai keberhasilan suatu proses ke-

giatan apakah yang sudah sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan atau menyimpan dari ren-
cana, maka dibutuhkan suatu pengawasan se-
bagai usaha untuk mengetahui atau menilai de-
ngan semestinya. Dalam fungsi pengawasan
tersebut tindakan pelaporan merupakan bagian
atau siklus manajemen. Secara garis besar pe-
ngawasan barang milik daerah di Dinas Penda-
patan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah
mengikuti  Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan
Daerah Kabupaten Kampar harus memiliki sys-
tem untuk mengukur, memantaudan mengeva-
luasi pengelolaan aset daerah dan hasilnya di-
analisis guna menentukan keberhasilan penca-
paian pengelolaan aset daerah sangat penting
untuk mengetahui hasil kemajuan dari suatu
kegiatan yang dilakukan, karena jika tidak ada
pengukuran secara actual, maka tidak ada per-
bedaan secara jelas mengenai kegiatan penge-
lolaan aset daerah yang dilakukan Dinas Pen-
dapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah
Kabupaten Kampar. Salah satu pengukuran ki-
nerja pengelolaan aset daerah adalah evaluasi.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis,

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah (Erizul dan Yuliani)



120 Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 2, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 115-226

diketahui bahwa evaluasi pengelolaan  dilakukan
secara intern maupun eksternal, hal ini dilaku-
kan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Faktor-fakator Mempengaruhi Pelaksanaan
Pengelolaan Aset Tetap Daerah
Komitmen

Dari dua pegawai bidang inventaris dan dua
pegawai bidang pengendalian dan pengawasan
mengaku belum mampu membangun komitmen
dengan baik oleh karena rutinitas pekerjaan yang
menumpuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi
komitmen terhadap organisasi antara lain karak-
teristik individu, karakteristik pekerjaan, dan pe-
ngalaman kerja. Komitmen organisasi itu sendiri
mempunyai tiga komponen, yaitu keyakinan yang
kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan orga-
nisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras
bergantung pada organisasi, dan keinginan sese-
orang yang terbatas untuk mempertahankan ke-
anggotaan.

Terbatasnya SDM
Berdasarkan pengamatan dan hasil wawan-

cara dengan salah seorang staf pengelola aset
tetap daerah, menyatakan bahwa: Dari wawan-
cara diketahui bahwa Dinas Pendapatan Aset
Tetap Daerah Kabupaten Kampar masih keku-
rangan pegawai baik secara kualitas maupun
kuantitas. Pegawai yang ada dalam satuan kerja
pengelolaan Aset Tetap Daerah terlihat sangat
minim.

SIMPULAN
Pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah

milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan
koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang
ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum optimal,
masih banyak terdapat tidak sinkronnya nilai
aset, inventaris dan sistim pelaporan dan pengen-
dalian yang belum baik. Dikarenakan perenca-
naan pengadaan barang tidak sesuai dengan  ke-
butuhan unit kerja dan ketersediaan dana yang
terbatas sebagai akibat kurangnya perhatian pim-
pinan dalam menyusulkan anggaran dalam pe-
ngadaan aset daerah untuk mendukung opera-
sional di setiap SKPD. Disamping itu kurang
adanya  penyesuaian   pelaksanaan   pengadaan
barang  dengan  ketentuan yang berlaku  karena
pengadaan masih kurang memperhatikan  kese-
suaian harga  barang, dan pengadaan aset  daerah
masih cenderung membeli dengan penunjukan
langsung, pendistribusian barang yang relative
masih kurang merata ke setiap SKPD.
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